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TENTANG

PENETAPAN HARI JADI KALURAHAN GIRIRE]JO KAPANEWON IMOGIRI

KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIRE]O, '
a.bahwa Penetapan Hari Jadi Kalurahan Girirejo

Menimbang
Kabupaten Banul memiliki nilai

Kapanewon Imogiri

sejarah yang sangat penting bagi Pemerintah Kalurahan

Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul dan

masyarakat Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri

Kabupaten Bantul untuk memperingatinya sebagai

ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa,

menanamkan semangat gotong royong, saling tolong

menolong, memupuk jati diri masyarakat, rasa persatuan
dan kesatuan masyarakat, meningkatkan kecintaan warga
masyarakat terhadap tanah kelahiran, melestarikan nilai-
nilai budaya dan kearifan lokal, serta usaha pembangunan

wilayah melalui penyelenggaran Pemerintahan yang

dinamis dan berbudaya dalam wadah Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

b.bahwa dalam perjalanan sejarah Pemerintahan Kalurahan
Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul belum
mempunyai hari jadi untuk diperingati setiap tahunnya;

C. bahwa dalam penelusuran sejarah Kalurahan Girirejo telah
ditemuikan bukti-bukti pendukung yang kuat baik secara
administratif yang bersumber dari Maklumat Pemerintah
Daerah Istimewa Jogjakarta Nomor 5 Tahun 1948 tentang
Hal Perubahan Daerah-Daerah Kalurahan dan Nama-
sr\;asren::;a Ir:;:f::anwav::icaxja dengan para tokoh dan

rejo yang mengetahui

tentang sejarah berdirinya Kalurahan Girirejo;



Mengingat

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
lam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu di
ari Jadi Kalurahan Girirejo.

buat Peraturan

da
Kalurahan tentang Penetapan H

1. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
pembentukan  Daerah _daerah  Kabupaten dalam

Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara

Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);

Nomor 12 Tahun 2011 tentang

2. Undang-undang
rundang-undangan (Lembaran

Pembentukan Peraturan Pe

Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012

tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5339);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5495);
23 Tahun 2014 tentang

5. Undang- Undang Nomor
Negara Republik

Pemerintahan Daerah (Lembaran
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaiman telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republikindoensia
Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah  dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia



Memperhatikan

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah beberapa kalidan perubahan terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun2014

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor2019);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11.Peraturan Daerah Gubernur Daerah Istimewa Yogya karta

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintah

Kalurahan ( Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2020 Nomor 2):

12.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019

tentang  Penetapan Kalurahan ( Lembaran Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9 , Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);

13.Peraturan Desa Girirejo Nomor 01 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengan Desa T

ahun
2018-2024;

13. Peraturan Kalurahan Girirejo Kapanewon Imo

giri Kabupaten
Bantul Nomor 08 Tahun 2020 tentang Kewenangan
Kalurahan Girirjo

Berita Acara hasil musyawarah Bersama Pemerintah Kalurahan
Bersama tokoh masyarakat tentang hari jadi Kalurahan Girirejo
pada hari Selasa, 5 Juni 2023 dj Gedung Pertemuan Kalurahan

Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIRE]O
dan

LURAH GIRIRE]O



MEMUTUSKAN

Menet:

rapkan © PERATURAN KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI
KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN HARI JADI
KALURAHAN GIRIRE]JO KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN
BANTUL .

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:
1. ¥zlurahan adalah Kalurahan Girirejo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul.
2. Pemerintzh Kalurahan adalah Lurah Girirejo dan Perangkat Kalurahan Girirejo
cebagal unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan Girirejo.

3. Pemerintzhan Kalurahan adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan,dalam mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam
sistermn Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Kalurahan adalah Kalurzhan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang
merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia

wn

. Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL) adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk

Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.

6. Hari Jadi Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul adalah tanggal,
bulan, serta tahun terbentuknya Kalurahan Girirejo Secara Administratif:

7. Peringatan Hari Jadi Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul
adalah peringatan tanggal bulan tahun terbentuknya Kalurahan Girirjo Kabupaten
Bantul.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan hari jadi Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul dilandasi
asas :

a. pengayoman,
b. kemanusiaan;
c. kebangsaan;

d. kekeluargaan;




o eennantaraan,
f bhmnekar tonggpal dha

i beadilan,

b teesanmaan deedadalen dabom bl dan pemerintaliamn,

beerterr tthan b deeprastbian holanm, dan

keselmbangan, keserastan, dan keselarasan

~

Kebudayaan Lalal
"..'p." ‘

Tujuan penctapan hark jadi Kalurahan Gielrejo antulc memberikan kepastian hukum bagi
Pemerintah Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogir Kabupaten Bantul  dan masyarakat
Kalurahan Girirejo Kapanewon Tmogir Kabupaten Bantul  dalam menyelenggarakan

peringatan hari jadi Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul .

BAB I

PENETAPAN HARI JADI KALURAHAN GIRIRE]O KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN
BAN'I'UL,

Pasal 4

(1) Hari jadi Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul pada tanggal 27
September 1830 naskah terlampir |

(2)Hari jadi Kalurahan Girirejo  sebagaimana dimaksud padaayat (1), berpedoman
pada dokumen hasil perumusan tim sejarah Girirejo yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Paeraturan Kalurahan ini.

(3) Hari Jadi Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul diperingati setiap

tanggal 27 September

(4) Dalam rangka Peringatan Hari jadi Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten

at kepanitiaan dj tingkat Kalurahan
Yang melibatkan unsur Pemerintah, Badan Permusyawaratan Kalurahan, d

Bantul sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibu

an Lembaga
Kemasyarakatan Kalurahan serta tokoh masyarakat lainnya .

(5) Kepanitiaan Peringatan Hari jadi Kalurahan Girirejo sebagaimana dimaksud pada

ayat (4), dibentuk setiap tahun dan diltetapkan dengan Surat Keputusan Lurah.

Pasal 5

(1)Dalam setiap pelaksanaan peringatan hari jadi Kalurahan Girirejo , Lurah Girirejo

Kapanewonlmogiri Kabupaten Bantuy] menetapkan suatu tema peringatan untuk

mendorong Sémangat persatuan dan kesatu

an masyarakat dalam wadah Negara
Ke

Satuan Republik Indonesia yang bersinergi dengan visi dan misj Pemerintah

Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogirj Kabupaten Bantul guna mewujudkan

kesejahteraan masyarakat;

(2) Tempat peringatan harj jadi sebag
dalam sup tema sesuyaj situasij,
masyarakat.

aimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi ke

kondis;j, kebutuhan, dan dinamika kehidupan



BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 6

(D) Masyarakat Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul dapat
berperan serta untuk menyelenggarakan peringatan Hari Jadi Kalurahan Girirejo
Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul — setiap tahunnya dengan berpedoman pada
Peraturan Lurah RKalurahan Girirejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4);

(J)Dalam  rangka peringatan Hari Jadi Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri
RKabupaten Bantul dapat dibuat naskah kesejarahan dan nilai-nilai budaya masyarakat
KalurahanGirirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul yang didokumentasikan
dalam buku-buku maupun dokumen tertulis lainnya sebagai wujud kecintaan kepada
nilai-nilai budaya bangsa yang tumbuh dan berkembang di Kalurahan Girirejo
Rapanewon Imogiri Kabupaten Bantul.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan

Girirejo. Kapanewon Imgori Kabupaten Bantul

Ditetapkan di  Girirejo
Pada tanggal : 24 Agustus 2023
LURAH GIRIRE]O
ttd

DWI YULI PURWANTI

diundangkan di Girirejo
Pada Tanggal : 24 Agustus 2023
CARIK GIRIRE]O

ttd

JAKA PURNAMA

b —
e ——

LEMBARAN KALURAHAN GIRIREJO TAHUN 2023 NOMOR 2



an Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul

Sejarah hari Jad Kalurah

ampau atau kejadian-kejadian, peristiwa-

Jeut perubahan yang nyata di dalam
bantu memahaml dunia

Sejarah adalah peristiwa dan kejadian masa |
eristiwa yang berhubungan dengan manusia, yaitu menyang
n manusia. Sedangkan manfaat sejarah yang pertama, yaltu mem
arakat. Dalam hal ini, sejarah memberikan gambaran yang jelas mengenal

lai dari perkembangan teknologi, sistem, pemerintahan, hingga
da dimasyarakat. Sedangkan tujuan sejarah adalah untuk
a yang sekarang, untuk membantu memahami

(laku masy
erbagal aspek yang ada di dunia. Mu
sosial dan budaya yang a

perilalku
lalu dalam kaitannya dengan mas

hami masa

h asal-usul Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul
2 dan memahami tentang perjalanan atau peristiwa kejadian yang di alami
oleh para pelaku peristiwa saat itu, dengan tujuan agar tercipta suatu harga diri dan martabat
masyarakat Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul , sehingga dapat membentuk ctos kerja
hagzai dasar semangat untuk membangun Kalurahan Girirejo Kabupaten Bantul yangberkeadilan

4¢
B
-

Adapun tujuan sejara

dalah agar mengetahui

B. DASARPERTIMBANGAN

Setelah perang Diponegoro selesai, pada 27 September 1830 terjadi peristiwa penting berupa

ndatanganan Perjanjian Klaten. Cerita seputar Perjanjian Klaten ini relatif jarang disebut ke
Perjanjian Giyanti 13 Februari

beradaan Perjanjian Klaten kalah populer dengan
Kasunanan Surakarta dan Kasultanan
muat materi

am, Perjanjian Klaten ini me
Sebut saja

demen Perjanjian Giyanti.
ktur VOC Pantai

n Ngayogyakarta

pena
publik. Bahkan ke
1755 yang membelah Kerajaan Mataram menjadi

gayogyakakarta Padahal apabila kita cermati Jebih mendal
z mzha penting. Perjanjian Klaten telah mengaman
menyangkut wilayah. Semula dalam Perjanjian Giyanti yang ditandatangani Dire
Nicholas Hartingh dengan Pangeran Mangkubumi, wilayah Kasultana
Tengah dan Jawa Timur.

yan

Utara jawa
cukup luas hingga sebagian Jawa
h milik Kasunanan. Tanpa ada batas atau patok

Wilayzh Kasultanan berhimpitan dengan daera
saling berbatasan tersebut.

vl

yang jelas. Tak heran di masa itu sering terjadi perselisihan di wilayah yang
Nzmun dengan munculnya Perjanjian Klaten, wilayah Kasultanan menyusut sangat signifikan. Tinggal
sebagian wilayah DIY saat ini. Perjanjian Klaten ditandatangani Raden Adipati Sasradiningrat, pepatih
dzlem Kasunanan Surakarta yang mendapatkan kuasa dari Susuhunan Paku Buwono VIl dan Raden

Adipati Danurejo, pepatih dalem Kasultanan Ngayogyakarta yang memperoleh kuasa dari Sultan

Hzmengku Buwono V.
Dzri Pemerintah Hindia
Nzhuys Kolonel Bintang Milite

Belanda hadir Komisaris untuk Vorstenlanden LI van Sevenhoven dan Mr. .G
r Willems Orde dan Nederlandschen Leeuw, Paduka Tuan Komisaris Mr.

p. Merkus, Dewan Hindia Ksatria Nederlandschen Leeuw (tidak hadir) dan L.W.H Smissaert, Residen
Surzkarta serta Mr. LE.W van Nes, Residen Yogyakarta dan Panembahan Buminoto dari Kasunanan

Surakarta dan Panembahan Mangkurat dari Kasultanan Ngayogyakarta.
Ada beberapa hal yang perlu diketahui dari Perjanjian Klaten yang seluruhnya

pasal. di antaranya sebagai berikut:

berjumlah tujuh

Pasal 1
Untuk menetapkan batas pemisah yang dibuat umum dan permanen, pada hari ini dan untuk
seterusnya daerah Pajang dan Sukowati menjadi milik Paduka Susuhunan Surakarta dan daerah

Mztaram dan Gunungkidul menjadi daerah Paduka Sultan Yogyakarta.

Pasal 2
Sungai Opak sejauh mengalir sampai dekat Prambanan dijadikan dasar batas pemisah utama antara
wilayah Mataram dan Pajang, Tetapi karena batas pemisah ini terutama aliran sungai tersebut akan
mengalami perubahan terus menerus akibat banjir besar atau sebab lain, untuk selanjutnya
ditunjukkan sebuah jalan raya yang membentang dari Prambanan antara pohon beringin besar yang
berdiri di pasar, menuju ke utara Merapi dan menuju selatan ke Gunungkidul. Pada jalan pemisah ini,
sebuzh tiang batu, tonggak dan pohon yang besar dan tua dibangun dan ditanam sebagai petunjuk
abadi. Kedua patih wajib secepat mungkin dan tanpa ditunda lagi mewujudkan melalui penduduk

kedua kerajaan, ketika musim kini masih menguntungkan.

Pasal 4
pi dan Merbabu dan di sebelah barat yang dipisahkan oleh

Tanzh-tanah yang terletak di antara Mera
leh Paduka Susuhunan Surakarta.

wilayah pemerintah, seluruhnya dimiliki o
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Karangtengah, fehanapung dat Valugahan Garirejo ditambat Kalugahian [aiigs, Matig)iriat, 30

an i fan Temuwih -
" l.:"t“llll..:;:y_'l’.»Ull [apunewon Kotupede Gupalarta melutl Yalurahan [agalan, Lnpaaren, ‘yptzfata
Pawiran dan [alurahin Wanalela ditambal Valuraban Terong et Jatitnialyo Lenyz .
ennnal asal wsalnya, desa-desa fleehirashian persehut berasal dan Yasunanan Apararts iz sl

tersehut sebagal tanah entlave,
(nilalr awal  kelahivan Kalurakian/Desa
Premerintahan Kasunanan Gurakarta Selanjutnya,

) CErizt,

(irirejo  sebagsl wilayah adeinistizs ay EwEn

sant plemnbentuban [Jatrah 1Xnesz Yoy a2z
(1Y) Undang Undang Nomor 8 Tabun 1950, disebutian bahva daeral yang, meipit daerah
[anultanan Yopyakarta dan dacrah Pk Alaman ditetapkan sebagzl [Jaeran Vstimens (OF)aa0%
Dengan demildan, st ita wilayah enclave Vidak termatuk wilayah DIY. Permenmah ¥l eieizp
Kall mengeluarkan regulash mulal darl Penetapan Pemerintah fi Moo 17/50 Tahun 1946 yao
menitiplan sementara waktu wilayah enclave ke pemerintah DIY, adanyz tignbiang wenms 200402
Pemerintah Jawa Tengah dengan pemerintah DIY pada 19%7% hingga lahirnyz ndzng-Intzng
Darurat Nomor 5 Tahun 1957 tentang Penpubahan Yeduduyan Yilayah [Jaerzn-Daerzn Lnczy
Imopgirl, Kota Gede dan Npawen. (Wilayah Nyawen Gunungridul merupakan tanan EncEY
Manglunegaran). DU Darurat Nomor 5 Tahun 1957 ditandatangant Presicen Coeyarnn pehz 1
[anuarl 1957 dan diundanglan satu harl kemudian pada 17 Januarn 1957.

Sejale dikeluarkan UU Darurat No, 5 Tahun 1957 wilayah enclave Imoginl, enagede G20 Ngzwer
menjadi wilayah DIY. Selanjutnya U1 Darurat No., 5 Tahun 1957 ditetapkan menjztl Undang-inizng
Republil Indonesia Nomor 14 Tahun 1958 yang ditandatangan Presiden Soevarno pacs 20 Marel
1956 dan diundanglan pada ] April 1958,

Sebapal tindalk lanjut undang-undang tersehut, Pemerintah DIY membuzt Perztirzn Dzerzn
[otimewa Jopjakarta Nomor 1 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas dzn Namz ¥Yapznewon:
Kapanewon Imogirl, Gondowulung dan Kotagede dalam Kabupaten Bantul.

Dalam perda inilah kemudian lahir Kapanewon Imogiri, ¥apanewon Pleret, dzn Yapanewon
Banguntapan. Pada perkembangan selanjutnya penyebutan Kapanewon clubzh menjadi ¥ecamatan
enjadi Kecamatas

Sekarang berubah lag) menjadl Kapanewaon,
perda DIY No. 1 Tahun 1958 diundangkan pada 1% Januari 1958. Adapun Yapanewon Imogin
meliputi Kalurahan Imogiri, Karanptalun, Karangtengah, Kebonagung dazn Girirejo (Imogiri
Surakarta) ditambah Kalurahan Girirejo, Sriharjo dan Selopamioro (Imogiri Yogyzrars j . '
Kapanewon Banguntapan meliputi Kalurahan [agalan dan Singoszren (}"J;tzzede Surzrzrz)
ditambah Kalurahan Banguntapan dan Baturetno (Kotagede Yogyzranz) dan bevas wilzyzn
Kapanewon Gondowulung, yang, terdirf atas Kalurahan Tamanan, Kalurahan Jambidan, ‘.'a'u'o'/r-x:'f‘;v
dan Kalurahan Potorona. o
« K’;ny(mm:won Pleret meliputi Kalurahan Segarayasa, Bawuran can ¥zlurzhzn Wonolelo
otagede Surakarta) ditambah Kalurahan Pleret da ; v —
o ah Kz -ret dan Wonokromo yang s« lzyah Vapznew
bt ) yang semulz wilayah Kzpanewon
Kapanewon Dlingo me i 4 i
K'.Iur-'l)' v lingo meliputi Kalurahan Terong dan Jatimulyo (Kotagede Surakarta) sert
alurahan Dlingo, Temuwuh, Muntuk dan Kalurahan Mang in f
L T k¢ angunan (Imogin Surakana).
Keerapat kmm‘ v:mn 1’» ;n uk sefak 1958 secara efektif pembentukan dan pelaksanaan pembentukzn
o F aA0; o ; 2 PR o i - 14
il h‘.;;;nun:,;m wilayah V.A..l:lnaﬂilﬂ dan ¥asultanan itu baru efelatif berjzlan di erz
sebutan Knt;ny;:dt- Slu [’iurr:nlf(a;;n)a P;::u;,:::;:: jada P‘-’"‘f:”mn e iy i,
ian sede Ska (¢ ‘ . Masy uga masih men E 2
nlu.mlmy.nr pajak ke Klaten, Surakarta, ’ prunakan plat kendarazn AD 4z can
Jarl berbagal uralan te
agal uralan tersebut ada bebe alternatif yz isa diizdi
Jad Kaluragan Cirirefo, Imogir, yait r’apa alu.mat{f yang bisa dijadikan Kesepakatan pilinan Han
‘o, Imogiri, yaitu pada Tanggal 27 September 1820

\J



